
a bahwa untuk meningkatkarr kemampuan dan 
profesionalis~e Pegawai Negeri Sipil di tingkungan 
Pernerintah Kota Pekalongan berbasis kompetensi, perlu 
<;lilakukan pengembangan Pegawal Negefi Sipil melalui 
pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian 
tugas belajar dan izin belajar; 

b. bahwa berdasarkan Surat Eda.ran Menteri 
Pendayagunaan Apararur Negara dan Reformasi. 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahnn 2013 
tanggal 21 Maret 2{)13 perihal Pemberian Togas Belajar 
clan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka 
Peraturan Walikota 'Pekalongan Nomor 19 T-ahun 2010 
tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Penggunaan. Gelar 
dan Ojian Kenaikan Pangkar Penyesuaian ljazah 
Pegawai Negeri Sipil di Lingknngan Pemecintah Kota 
Pekaloogan perlu disesuaikan;: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan. b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Togas Belajar, Izin 
Belajar, Penggunaan Gelar dan Ujian Kenaikan Pangkat 
Penyesuaian Ijazah, Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan; 

1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ko!:!L Besar Dalam 
Lingkungan. Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan. Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana. telah, diubah dengan 'Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 1954 1:entang Perubaha:n Undang­ 
Undang Non101: 16 dao 17 Tahun, 1954 Tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di 
Djawa. (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembara.n Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

Mengingat 

Menimbang 

TENTANG 
TUGAS BELAJAR, IZIN BE;LAJAR, PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN 

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN fJAZAH BAGI PEGA WAI NEGERl SIPrL 
DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH KOTA PEKALONGAN 

DENGAN RAHM.AT TUHAN '!'ANG MAHA ESA 

WAUKOTA PEKALONGAN, 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 17 TAHUN 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVrNSl JAWA TENGAK 
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MEJ,,ru'T'USKAN: 

Mcnetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BEI.AJAR, IZlN 
BELAJAR. PENGGUNAAN OELAR DAN UJIAN KENAI.KAN 
PANGKAT PENYESOAlAN lJAZAfl BAGI PEGAWAI NEOERl 
SIPIL DI LrNGKUNGAN PEMERLNTAHKOTA PEKALONOAN. 

Memperhatikan : i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatar 
Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 04 Tabun io13 
ca.nggal 21 Maret 2013 tentang Pembcrlan. Tagaa Belajar 
clan lzin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; 

2. Pcratumn Waliknta Pckalonga:n Nnmor 8 Tahun 2018 
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan l>entgakan 
Disi-plin Pegawal Negeri Sipil Di Llngkungan Pemerintah 
Kota Pekalongan [Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2018 Nomor 8); 

3. Undang-Undaog Nomor 20 Tahun 2003 teotang Siste.m 
Pendldikan Nasional (Lembar:an Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2003 Nemer 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

4. Undang-Undang Nomar 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembanm Negara Republik Indonesia. 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembanm Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali te.akhi.r 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Rcpuolik Indoaesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraruran Pemerintah Nomor 21 Ta.bun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kor.amadya Daerah Tingkat 1l 
Pekaloogan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran 
Negara Republilc" Indonesia Tabun 1988 Nomor 42, 
Tanibahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomo.r 
3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Te.bun 2010 tentang 
Peraturan Di&i:plin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Tahun 2010 Nomar 74, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintab Nomrir 11 Tahun. 2017 tentang 
Manajem.cn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 2017 Nomor 63, Tinnpahan Lembaran Negara 
Nomor 6037); 

9. Peraturan Dae.rah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan SUsunan Perangkat 
Daerah. Kola Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 
Nomor 5); - 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan. Walikota ini, yang dlmaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wallkota dan perangkat, daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. · 
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan, 
4. Pejabat Pembina Kepegawaiari Daerah adalah Walikota Pekalongan. 
5. Perangkat Daerah. yang selanju.tnya disingkat PD adalah uasur pembantu 

Wa:likota dan DPRD dalam -penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan. Kepegawaian, Pendidikari dan Pelatihan Daerah. yang- selanjutnya 
disingkat BKPPD adalah Badan 'Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah. Kota.Pekalongan. 

7. Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkal PNS ada'lah Pegawai 
Negeri Negeri. Sipil pada. Pemerlntab Kota Pekalongan. 

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang ~jutnya disingkat C2,NS adalah Calon 
Pegawai Negeri Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekalongan. 

9. Jam Kerja ada la h Jam Kerja yang berlaku di Pemerin tah Kota Pekalongan, 
10. Tugas Belajar adalab penugasan yang diberikan oleh Pejabat. Pembina 

Kepegawaian Daerah kepada Pegawai .Negeri Sipil untuk mengikuti 
program pendidikan formal ke jenjang lebih. tinggi pada lembaga 
pendidikan balk di dalazn negeri maupun di luar negeri dengan 
meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 
biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya atau sebagian (cost sharing) 
oleh Pernerintah, Lembaga Berbadan. Hukum atau sebagian, (cc.st shcpi:,).g) 
dari Pegawai Negeri Sipilpenerima Tugas Belajar. 

;i L Izin Belajar adalah lzin yang diberikan. oleh.Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan 
formal ke jenjang yang lebih tinggi ams biaya sendiri yang dilakukan di 
luar jam kerja dan tidak. mengganggu tugas kedihasan.sehari-hari, 

12·. Pendidikan kelas jauh/paralel adalah. penyelenggaraan pendidikan di luar 
kampus tempat perguruan tinggi· tersebut memperoleb izin 
penyelenggaraan dari pemerintah. 

13. Pendidikan .Jarak Jauh adalah p¢nyelehggaraan pendidikan yang peserta 
didiknya tidak berhadapan, secara langsung dengan pendidik atau melalui 
teknologi kemunikasi lnfonnasi atau media lainnya. 

14. Kenaikan PangkatPenyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan 
kepada Pegawai Negeri SiJ)il setelah memperoleh ijazah yang Iebih ti:nggi 
dan.memenuhi ketenruan Y.B,qg berlaku. 

15. UJian Kenaikan Pangkat Penyesuaian 1Jazah adalah Ojian yang 
dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mernenuhi salah satu syarat 
kenaikan pangkat penyesuaian ijazab.. 

16. Surat Keterangan Penggunaan Gelar adalal:i surat keterangan pengesahan 
penggunaan gelar akademik yarig diberikan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dalam administrasi. 
kepegawaian setelah selesai .menempuh · pendidikan sesual dengan 
ketentuan. yang bena.ku. 

17. Pepllaian Pre·stasi Kerja Pegawai Ne~i Sipil ada:lah suatu proses 
penliaiao secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap 
Sas~ l(erja Pegawai dan Perilaku Kerja. 

18. Berl!ifat linier adaJab sesuai dengan. tugas pokok fungsi jabatan yang 
diemqan d~ atau penqid,kan se1?e1umnya. 



BAB IV 
TUGAS BELAJAR 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar 

Pasal 4 
(1) Persyaratan bagi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut: 

a. Berstatus PNS dao masa kerja 'paling -sedikit 1 (satu] .tahun 
terhitung -sejak diangkat sebagai PNS kecuali bagi bidang ilmu yang 
langka dapat dioerikan sejak dlangka.t seb(ilgai P.NS; 

b. Khusus bagi P.NS yang mutasi dari Iuar Kota Pekalongan telah 
mengabdi sekurang-kurangnya 4 ( em-pat ) tahun di Lingkungan 
Pemerintah.Kota Pekalongan; 

c. Sehat Jasmani clan Rohani berdasarkan Surat Keterangan Sehat 
dari Dokter .Pemerintah; · · 

d. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau 
keahlian yang dibutuhkan dalam jabatan pada Pemerintah Kota 
Pekalongan; 

BABlli 
PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN lZIN BELA.TAR 

Pasal 3 
{l) Program. tugas bela:jar meliputi: 

a. Program Diploma I (Pl); 
b. Program Diplomall {Dll); 
c. Program Diploma m [Dlll]: 
d. Program Strata I (S~l) atau setara; 
e. Program Strata Il (S-2) atau setara; 
f. Program Strata Ill (S-3)-atau setara. 

'(2) Program izin belajar meliputi: 
a .. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (~MP) atau setara.; 
b. Pendidikan Sekolah Menengah Aras.(SMA) atau setara; · 
c. Program Diploma I (Pl); 
d. Program Diplo.maJI (DII); 
e. Program Diploma Ill (Dill}; 
f. Program.Strata l (S-1) atau setara; 
g. Program Strata TI (S-2) atau setara; 
h. Program Strata m (S-3) atau setara, 

BAB II 
KEWENA.NGAN, I'ENGELOLAAN DAN P&NGENDALIAN 

PEMBER!AN roGAS BELA.JAR DAN 1ZIN BELAJAR 
Pasal 2 

( l) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang mernberikan Tugas 
Belajar danlzin Be~jar. · 

(2) Kewenangan sebagairoaoa dimaksud pada 'ayat (l) dapat d:llimpahkan 
kepada pejabatyang dit:unjuk: 

(3) Pelimpahan kewenangan sebegeimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputnsan Walikota, 

(4) Pengelolaan dan. pengendalian pernberian tugas belajar dan izin. belajar 
bagi PNS diselenggarakan oleh BKPPD. 



e, Usia paling tinggi: 
1) Program Diploma 1, Diploma Il, Diploma ill, dan Program Strata 

r (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) 
tahun; 

2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga 
puluh tµjuh) tahun; 

3) Program Strata. Ill (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 
(empat puluh) tahun. 

f. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia paling tinggi dapat 
ditetapkan menjadi: 
1) Program Diploma I, Diploma Il, Diploma ill, dan Program Strata 

T (S-1) atau setara berusia paling tin~ 37 (tiga pulub tujuh) 
tahun; 

2J Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 
(empat puluh. dua) tahun; 

3) Program Strata 1Il (Sa3) atau setara berusia paling tinggi. 47 
(empat puluh. tujuh) trahun. 

g. Program studi di dalam ncgeri yang· akan diikuti telah mendapatkan 
persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; 

h. Se.$p unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian 
prestasi kerja dalam l (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai 
baik; 

1. Tidak sedang menjalani hukuman. disiplin tingkat sedang atau 
berat; 

J. Tidak sedang menjalan.i pemberhentian sementara eebagai PN'S; 
k. Memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah.: 

1) Program· E>iploma I, Diploma Tl dan Diploma llf, memiliki 
pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (Il/ a}; 

2) Program Diploma IV atau S~~ I, memiliki pangkat/ golongan 
ruang pallng rendah Pengatur (11/c); 

3) Program 'Strata Il atau Pendidikan Profesi, meroiliki 
pangkatj.golongan .ruang paling rendah Penata Mud.a (ID/ a); 

4) Program Strata 11t memiliki pangkat/ golongan ruang paling 
rendah Penata Muda Tingkat l (Ill/\;!). · · 

1. Bagi jabatan fungsional, jenjang pendidikan Strata l (S-1), Strata 11 
(S-2) dan Strata m {S-3) tidak diwajibkan ljnier; 

m. Bagi jabatan pelaksana, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) harus 
Iinier sesuai dengan tugas pokokfongsi jaharan yang diemban dan 
atau pendidikan sebelumnya, sedangkan. jeajang pendidikan Strata 
rr (S--2) dan Strata ill (S-3) tidak diwajibkan linier; 

n. Memiliki .motrvasi tinggi unfuk mengembangkan diri, loyal dan. 
berdedikasi yang dinyatakan tertulis oleh Kepala PD yang 
bersangkutan; 

o. Bersedia untu.k meuyelesaikan jenjang pendidikan yang akan 
ditempuh dengan tepat waktu yang dibuktikan dengan surat. 
pernyataan; 

p. Tid\lk dalam status peserta tugas belajar lainnya; dan 
q, ENS tidak berhak menuntut penyesuaian. ijazah, .)c¢ daJa:m pangkaf. 

yang Iebih tinggi, kecuali terdapat formasi dan dipersyaratkan 
dalam pera.turan perundang-undangan. 

(2) Persyaratan .khusus bagi. ealon peserta tngae belajar dengan biayQ. APBD 
Pemerintah Xota Pekalongan adalab sebagai berikut : 
a. Program Diploma. I (IJI), Diploma II (Dll), dart Diploma m (Dill) 

mempunyai ijazab paling rendah, Sekolah Menengah Atas (SMA) 
atau setara dengan nilai surat ta.nda tamat belajar/ijazah rata-rata 
minimal 7,5; . 



Bagian Kedlli!.- 
Tata Cara Pengajuan Tugas Bel.ajar 

PasaJ5 
(1) Usulan calon peserta tugas belajar diajukan oleh KepaJa PD kepada 

Walikota melalui Kepala BKPPD untuk mendapatkan surat rekomendasi 
mengikuti Seleksi Masuk yang terdiri dari seleksi administrasi dan 
a:kademik. 

(2) Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (!) yang 
lulus seleksi mengajukao permohonan tugas belajar kepada Walikota 
rnelalui Kepala BKPED. . 

(3) Permohonan tugas belajar yang diajukan calon peserta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen administrasi seb;;lgai berikut: 
a. Surat rekomendaai mengikuti seleksi dari BKPPD; 
b. Surat keterangan Iulus seleksi dari lembaga pcndldikan; 
c. Surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari -peyta;nggung biaya 

pendidikan; 
d. Fotokopi. Surat f(eputasan Kenaikan Pangkat terakhfr yang 

dilegalisir; 
fi· Fotokopi. Surat Keputusan Jabatao terakhir bagi, pejabat struktural 

dan pejabat fungsional yang dilegalisir; 
L Fotokopi penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

l(satu) tahun terakhir yang dilegalisir; 
g. Fotakopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir: 
h. Fotokopi transkrip nflai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir 

yang dilegalisir; 
L Surat keterangan sehat da.tj Dokter Pemerintah; 
j. Surat pernyataan bermaterai dari Kepala PD bahwa pe.rmohonan 

tugas belajar tersebut menjamin PD dapat melaksanakan tugas 
pokok fungsinya ciao tidak memmtut tanibahan personil akibat 
pengajuan tersebut; 

le. Surat rekomendasi dari Kepala PD yang .menyatakan bahwa calon 
peserta. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal 
dan berdedikasi; · · 

l. Surat . pemyataan dari calon peserta yang menyatakan bersedia 
menyelesaikan pendidikan tepat wakru; dan 

m. Surat pernyataan dari Kepala PD bahwa calon peserta tidak sedang 
menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman 
disiplin tingkat sedang atau berai, · 

b. Program Strata 1 (S-1) atau setara mempunyai surat tanda tamat 
belajar/ijazah Sekruah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan. 
nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5 atau 
Diploma r/IT/Ill dengan ni).ai indeks prestasi kurm.ilatif minimal 
2;75; 

c. Program Strata 11 {S~2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah 
sarjana (S-1). atau setara dengan .nilai indeks prestasi kumulatif 
minimal 2, 75; 

d. ?rqgram .strata lIT (S-3) atan setara mempunyai ijazah·paling rendah 
Strata 2 (S.2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif 
minimal 3,25; clan 

e, Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi 
yang dibutuhkan. 

(3) Format Surat Pernyataan Tida:k Menuntut Penyesuaian Jjazah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf qtercantnm dalam Lampiran 
L yang .merupakan bagian. yang tidak terpisahkan. dari Peraturan 
Walikota ini; 



BABV 
IZIN BELA.JAR 
Bagian Kesatu 

Persyaratan Calon Peserta Izin, Belajar 
Pasal 6 

Persyarii.tan bagi. calo.n peserta izin. belajar adalah sebagai berikut : 
a. . PNS yang telah memiliki masa kerja paling ku.rang 1 (satu) tab.un 

terhirungsejak diangkat, sebagai PN~; 
b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang; 
c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali karena sifat pendidikan 

yang eedang diikuti, .maka PNS dapat meninggalkan sebagian waktu 
kerja; 

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit dalaro 1 (satu) tahun 
terakhir bernilai balk; 

e. Tidak sedang menjalani h:ukuman d.isiplin tingkat sedang atau berat; 
{. Tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat; 
g. Tidak sedang .menjalani pernberherrtian sementara sebagai PNS; 
h. Pendidikan yang a.kan. diternpuh dapat mendukung pelaksanaan tugas 

jabatan -pada Pemerintah Kata Pekalongan; 
i. Bagi jabat.µi fungsional, jenjailg pendidikan Strata L, Strata JI 'dan Strata 

m tidak diwajibkan li.nier; 
j. Bagi jabatan pelaksana, jenjang pendidikan Strata I (S-1} -wajib tinier 

sesuai deugan tugas pokok fungsi jabatan yang diemban. dan atau 
pendidikan sebelu:mnya, sedangkan jenj_ang pendidikan Strata U (S-2) 
dan StrataIll (S-3) tidak diwajibkan-Iinier: 

k. Program studi di dalam negeri yang ak.an dillruti telah mendapatkan. 
persetujuanyakreditasi minima) B dari lembaga yang berwenang; 

1. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazab ke dalam pangkat 
yang lebib tinggi kecnall terdapat formasi; 

m. Program studi yang dipilih tidak termasuk _penyelen.ggaraan pendidikan 
model kelas janh, kelas khusus, kelas eksekutif, kelas sabtu minggu 
atau sejenisnya kecuali Universitas Terbuka; 

n, .Jarak waktu tempuh dan .alat transportasi yang .diguna.kan antara. 
kantor dengan tempat pendidikan kurang lebih 100 (seratus) km dan 
atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 (dua) jam dan tidak 
men_gganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; 

o. Dikecualikan. dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf n, 
untuk jurusan pendidikan yang tidak. tersedia pada jarak kuiang lebib 
10@ (-&era.tus) km dan/ atau dapat. ditempuh dalam waktu kurang Iebih, 2 
[dua) jam; 

p. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi .yang 
dibutuhkan; 

q. Dikecualikan dari ketentuan sebagannana dimaksud pada huruf a : 
1). PNS yang memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf a; 
2}. Guru formasi Kategori .I '(Kl). dan. Kategori 2 (K.2) yang pada saat 

pengangkatan CPNS belum memiliki ijaza.h sesuai formasi yang 
dipersyaratkan dapat mengajukan .izin belajar sejak diangkat sebagai 
PNS~dan 

r. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan 1 
adalah penyelenggaraan pendidikan oleh Kernenterian Pendidikan dalam 
rangka percepatan pemenuhan standar kualifikasi · akademik. 



Bagian Kedua 
Tata Cara Pengajuan lzin Belajar 

Pasal 7 
( 1) PNS yang akan mengajuk.a.n izi.n be).ajar wajfb berkonsultasi terlebih 

dahulu ke BKFPD. 
(2) Calon peserta izin belajar mengajukan _permohonan 

rekomendasf/persetujuan pemilihan program pendiclikan dan jurusan 
kcpada Kepala PD. 

(3) Kepala PD mengajukan pennobonan rekomendasi pemilihan program 
pendidikan dan jurusan dari PNS di lingkungan saruan kerjanya kepada 
\Valikota melalui Kepala BKPPD. 

(4) Calon peserta izin bel.ajar sebagaanana dimaksud pada ayat (1) yang 
lulus sel.eksi, mengajukan permohonan izin bel.ajar kepada Walikota 
rnelalni Kepala.BKPPD. 

(5) Permohonan izin belajar yang dibuat calon peserta lzln belejar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dokumen administraai 
sebagai beriknt: 
a. Surat Permohonan Rekomendasi Pemilihan Program Pendidikan dan 

Jurusan dari PNS; 
b. Surat Jretenmgan akreditasl program studi darl Perguruan Tinggi 

atau fotokopi surat kepurusan akredltasi program stud! yang 
dikcluarl<an oleh Bad.an Akreditasi Nasional Perguruan Tioggi yang 
dilegalisir oleh Perguruan Tinggi; 

c, Surat 'keterangan dari Penyelenggara ~idikan yang menerangkan 
bahwa tclah lulus ujian masuk atau masih tercatat sebaga.i siswa 
/mabasiswa pada penyelenggara pendidikao eersebut 
uli/ dilegaliair; 

d. Jad.wa.1 pendidikan/kuliab per-semester; 
e, Jadwal mengajar bagi guru; 
f. Jadwai shift bagi PNS dengan lrerja shift:. 
g. Surat izin walikota untuk meninggalkan scbagian wa.ktukerja; 
h. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang 

dilegalisir; 
L Fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi 'pejabat st:ruktural 

dan pejabat fungsionalyang dilegalisir; 
j. Fotokopl ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir; 
k, Fomkopi transkrlp nila.i ijazah/surat tanda tam.at bclajar yang 

dilegaliair; 
L Fotokopi surat keterangan lulus .seleksl masuk dari lembaga 

pendidikan; dan 
m, Fotokopi penilaian prestasi kerja dalam l(satu) tahun terakhiryang 

dilegalisir. 
(6) Berdasarkan permobooan surat izin belajar yang diajukan calon peserta 

izin bela:jar, Kepala PD meogajukan surat permohonan izin belajar 
kepada Walikota lewal Kepala BKPPD dengan dokumen administrasi 
sebagai oeri.kut : 
a. Surat permohonan dari PNS kepada Kepa)a PD; 
b. Rekomend.a.si dari Kepa.la PD yang menyarakan bahwa calon peserta 

izin belajar memiliki motl.vasi tingg\ untuk mengembangkan diri, 
l~ dan berdedi.kasi serta calon peserta izin belajar clinilai mampu 
menyelesailrao pendidikan tepat waktu; 

c. Surat pernyataan dari kepala PD bahwa calon peserta izin bclajar 
tidak sedang menjalani hukuman disiplirt t:ingkat sedang atau berat; 

d. Surat pemyataan bermaterai yang menyat:akan bahwa tidak akan 
menuntut biaya pendidikao 4irl pemerintah; 



Pasal 10 
Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat 
diberikan dengan ketentuan : 
a: Bidang .pendidikan yang diikuti sesuai dengan pengetahuan dan keahlian 

yang dibutuhkan dalam jabatan organisasi; 
b. Pengecualian sebagairoana yang tercantum pada .huruf a bagi jabatan 

fungsional; · 

BABVl 
KETENTtJAN.CPNS YANG SEDAN.G-ATAU. TELAR SELESAl 

PROSES BELAJAR 
Pasal 9 

Bagi CPNS ·yang pada saat diterima masib menempuh pendidlkan dapat 
diberikan sura.t keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pengajuan lzin Meninggalkan Sebagian Waktu Kerja 

Pasal 8 
(1) Dalam hal sifat pendidikan yang akan ditem_puh meninggalkan sebagian 

waktu kerja sebagaimana disebut dalam Pasal, 6 hurtlI c, maka PNS 
harus mendapatkan izin .meninggalkan sebagian, waktu .kerja- dari 
Walikota. 

(2) lzin sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diusuikan oleh Kepala PD 
kepada Walikota melalui Kepala 'BKPPD disertai dengan jadwal 
pendidikanj'kulieh per-semester, jad:wal .mengajar bagi guru, clan jadwal 
shift bagi PNS dengan kerja shift. 

(3) Kepala PD l;,erta:nggungjawab.sepf!nuhny~ atas usulan izin -sebagaimana 
dimaksud. pada ayat (1). 

(4) Untuk mengetahui. sifaf pendidikan yang 'akan ditempuh meninggalkan 
sebagian waktu kerja, dilakukao monitoring melalui supervisi langsung 
atau tidak Iangsung ke lembaga. pendidikan yang bersangkntan oleh BKPPD. - . . . 

e. PNS yang telah menyelesaikan izi.n belajar tidak berhak untuk 
menunrut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi 
kecuali terdapal Iormasi. 

(7) Permohonan, surat .i.zm belajar oleb yang bersangkutan diajukan paling 
lambat 3 [tiga) bulan set.elah dinyatakan diterima. 

(8) Format Surat Permchonan Rekomendasij Persetujuan Peroilibao Program 
Pendidikan dan Jurusan dari PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum. dalam .LampJT;8D II yang merupakan bagian yang tidak 
terpisah.kan dariPeraturan Walikota ini, 

(9) Format sursr Permohonan Rekomendaai/Persetujuan Pemilihan Program 
Pendidikan, dan, Jurusan dari Kepala PD, sebagai.mana dimaksud pada 
ayat (3) tercantum dalaro Lampiran. ill yang rnerupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, 

(10) Format Surat Permohonan Izin Belajar dari Pegawai Negeri Sipil, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4:) tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupa:kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
lDl. 

(11) Format Surat Permohonan, Izin· Belajar dari Kepala PD, sebagaimana 
dimaksud pa;da ayat (6) tercantum da)am Lampiran V yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Waiikota ini. 



BAB VIII 
UJJAN KENAI KAN PANOKAT .PENYESUAIAN JJAZAH 

Pasal 12 
(1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah mer:upakao salah satu 

syarat. bagi PNS nnt:uk .memperoleh Kenaikan Pangkat Penyesuaian 
Ijazah, kecuali bagi l>NS yang menjalankan tugas belajar. 

(2) ENS yang mengajukan Ujian K~ Pangkat Penyesuaian Jjazah 
mengajukan permohonan kepada Kepala Pb. 

(3) Kepala PD mengajukan permohonan Ujian Kenaikan Pangkar 
Penyesuaiao ljw..ah dari PNS .kepada Walikota lewat KepalaBJ{PPD. 

(4) Ujian Keoaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaima:na dimaksud 
pada ayat (1), terdiri dari.: 
a Ujian Kenaikan Pangkat 'Penyesuaian Ijazah 'l'ingkat I, disyaratkan 

bagi PNS yang pangkatoya akao disesuaikan dengan ijazahnya 
meujadi Juru golongan ruang r/ c dao Peogatur Muda .golongan 
ruangll/a; 

c. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta 
yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan. pendidikan 
jarak jauh atau .kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka; 

d, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah 
peoyelenggaraan pendidikan oleh Kementerian P.endidikan dalam rangka 
percepatan pemenuhan standar kualiflkasi akademik; 

e. Kegiatan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak meogganggu 
kelaocaran pelaksanaan tugas kedinasan kecuali karena sifat pendidikan 
yang sedang diikuti, maka PNS dapat meninggalkan.sebagian waktu kerja 
berdasarkan izin seoagaimana dimaksud dal?ro Pasal8 ayat (1); 

f. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; 
g. Tidak menunbrr kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali bagi 

jabatan fungsional yang dapat diperhitungkan pe-oilaiao angka kreditnya 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

BAB VII 
PENGGUNAAN GEJ.AR 

Pasal 11 
(1) CPNS yang sudah memiliki ijazah lebih tinggi dari .lembaga pendidikan 

yang terakreditasi tetapi tidak digunakan sebagai d:asar pengangkatan. 
sebagai CPNS, dapat melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah melalui pi:mpinan PD te.mpat 'cPNS bekerja 'unruk diberikan surat 
keterangan penggunaan.gelar, 

(2) PNS yang telah selesai menempuh pendidikan rnelalui izin belajar dan 
memperoleh ijazab dengan hak menggunakan gelar akademik, wajib 
melaporkan kepada kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 
rnelalui pimpinan PD tempat PN~ bekerja untuk diberikan surat 
keterangan penggunaan gelar, 

(3) PNS atau CPNS yang mengajukan penggunaan gelar mengajukan 
permohonan .kepada KepalaPD. . . 

(4) Kepala PD mengajukan permohouan penggunaan gelar dari -PNS atau 
CPNS kepada Walikota Jewat Kepala BKPPD: 

(5) Format Surat Pennohonan Izin Penggunaan Gelar dari PNS, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tereantum dalam Lampiran V1I ~ang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(6) Format Surat Permehonan, Izin Penggunaan ~Tar dari Kepala PD, 
sebagaimana dimaksud pada aya;t (4) ·rer~ dalam. Lampiran Vf 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
iµj. 

- 



b. Ujian Kena:ikan Pangkat Penyesuaian fjazah Tiogkat II, disyaiatkan 
bagi PNS yang pangkatnya, akan disesuaikan dengan ijazahnya 
menjadi Pengatur Muda Tingk:at l golongan ruang Il/b dan Pengatur 
golengan ruang Il Jc; 

c. Ujian Kenaikan PangkatPenyesuaian ljazah TingkatIll, disyaratkan 
bagi PNS y~g pangkatnya akao disesuaikan dengan ijazahnya 
:inenjadi Penata Muda golongan ruang-ill/ a; 

d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan 
bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahriya 
menjadi Penata Muda Ting_kat J golongan ruang lll/b dan Penata 
golongan.ruang III/ c; 

(5) Untuk dapat mengikuti Ujian. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Jjazab 
sebagaimana dimaksud Rada ayat t4), .harus memenuhi ketentnan 
sebagai berikut : 
a. Telah menduduki pangkar Jtrru Muda Tingkat I (f fl?) .ke bawah bagi 

PNS yang 'pangkatnya akan disesuaikan dengan ijarnbnya menjadi 
Juru. golongan ruang 1/ c; 

b. Telah rnenduduki pangkat .Juru Tingkat J (I/ d} Ice bawah bagi PNS 
yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi 
Pengatur Muda golongan rnang II/a; 

c. Telah. menduduki pangkat Pengatur Muda {Il/ a) ke bawah bagi PNS 
yang pangkatnya akan disesuaik.an dengan ijazahnya menjadi 
Pengatur Muda Tingkat I golongan ruangll/b; 

d. Telah menduduld pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ke bawah 
bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan .ijazahnya 
menjadi Pengatur golongan ruang ll/c; 

e. Telah. menduduki pangkat Pengatur Tingkat I (Il/ d) J:re bawah bagi 
P.NS yang pangkatnya akan, disesuaikan dengan ijazahnya menjadi 
Penata.Mudagolongan ruang ill/a; 

f, Telah menduduki pangkat Penata .Muda golongan rnang ill/a ke 
bawah 'bagi PNS yang -pangkatnya akao dlsesuaikan dengan 
ijazahnya rnenjadi PenataMuda Tingkat l golongan ruangill/b; .. 

g. Telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat T golongan ruang 
ID/b ke bawah. bagi PNS yang pangkatnya akan cµsesuaikao 
dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang.Ill/c; 

(6) Selain. memenuhl.ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk 
dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangka; Penyesuaian Ijazab harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Beratatus.PNS; 
b. Memperoleh ijazab yang dikeluarkan o1eh lerobaga pendidikan 

dalam negerij.luar .negeri .atau lembaga pendidikan yang 
terakreditasl minimal B; 

c. Memiliki surat izin belajar atau surat .keterangan belajar, kecuall 
yang ijazabnya diperoleh sebelum diangkat -sebagai CPNS; 

d. Merniliki surat .keterangan .penggunaaa gelar; 
e, Mendudnki jabatan atau diberi tugas yang rnemerlukan 

pengetahuan atau keahlia n sesuai dengan ijazah yang diperoleh; 
L S'etiap unsur peoilaian prestasi keija sekurang-kuraogn:ya bernilai 

baik dalam 1 ( satu ) tahun terakhit; dan 
g. PNS yang tllliih mengikuti Oji.an Kenaikrui Pangkat Penyesuaian 

ljazah. _perta:ma kali .tidak lulus, masih diberikan kesempatan untulc 
mengikuti ujian untu.l,{ yang k'>...d~a d~ seterusny~ 

(7) Format Surat Permohonan. Mengikuti. t.Jj.ian. Kenaikao l'ang1cat 
Penye~siiaian Ijazab Dari PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampi.ran vm yang iµerup~ bagian yang ·tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

..... 



Pasal 17 
(1) PNS yang s_e9ang- melaksanakan tugas belajar wajib membuat Iaporan 

perkembangan pendidikan pada setiap akhlr semester kepada Walikota. 
cq Kepala BKPPD diketahui. oleh Kepala. PD dengan melampirkan basil 
akademik yang diperolehnya. 

(2) PNS yang i:elah menyelesaikan tugas belajar clan izin, belajar wajib 
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belaj ar dan Izin belajar paling 
lambat 1 (sa.tu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Walikota 
melalui Kepala BKPPD dengan diketahui.oleh.Kepala PD y~g dilampiri: 
a. Fotokopi ijazah yang dilegalisir; 
b. Fotokop_i transkrip nilai yang dilegalisir, 
c. Fotokopi surat tugas belajar atau surat .izin belajar yang dilegalisir; 
d. Karya tulis/skripsi/tesis/disertasi dalain bentuk hardeopy dan 

softcopy dalam Format pelf. 
(3) Format Laporan Selesai StudJ Tugas Belajar/Izin. Belajar, sebagaimana 

dimaksud pada ~t (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 16 
PNS yang sedang melaksanakan rugas belajar memperoleh .hak: 
a. Menerima gaji sesuai ketentuan.yang berlaku; 
b. Diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau 
c. Dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan 

APBD. 

BAB1X 
.KEDUDUKAN, HA.K, DAN KEWAJIBAN 

Pasal 15 
Bagi .PNS yang .melaksanakan tugas. belajar yang menduduki jabatan 
strukrural diberhentikarr dari jabatannya dan yang menduduki jabatan 
fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya. 

Pasal 14 
Peserta Ujian Kenaikao Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus 
diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah. 

Pasal 13 
(1) M~ Ujian KenaBrnn Pangkat Penyesuaian ljazah :sebagairoaoa 

dimaksud dalam Pasal J2, terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktek. 
(2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a. T~ Kompetensi Dasar, meliputi : 
1. Tes Wawasan Kebangsaan; 
2_. Tes Intelegensi. Umum; dan 
3. Tes Karakteristik Pribadi; 

b. Tes K.ompetensi Bidang, .meliputl. : 
1. Pengetahuan Perkantoran; 
2. Pengetahuan Kepegawaian; dan 
3. Penget:ahuan Admlnlstrasl.dan Manajemen; 

(3) Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Karya Tulis; dan 
b. Wawancara; 

(8) Format Surat Permohonan Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat 
Penyesuaian Ijazah dari Kepala PD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran IX yang meru_pakan bagian yang tidak 
terpisahkan da:ri Peraturan' Walikota ini. · 



BABXIl 
PEMANTAUAN DAN EVALUASf 

Pasal 21 
Untulc mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan 
pen1ngkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar 
dilakukan _pem.antauan dan evaluasi melalul supervisi. langsung atau tidak 
langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh.BKPPD. 

._.. BABXJ 
JANG KA WA.K'l'U PELAKSANA.Allt1'UGAS BELAJAR 

Pasal 20 
(1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sdalah sebagai berikut 

a. 'Program. Diploma l (DI) paling lama 1 (saru) tahun; 
b. Program Diploma ll (DH} paling lama 2 (dua) tahun; 
c, Program Diploma nr (Dfl{) paling lama 3 (tiga) tahun; 
d. Program Strata r (S-1) atau setara dari SLTA paling lama 4 (empat) 

tahun; 
e. Program Strata r (S-1) atau setara darl DU paling lama 3 (tiga) 

tahun; 
I. Program Strat.a l (S~l} atau setara darl DIII paling lama 2 (dua) 

tahun; 
g. Program Strata II (S-2) atau setara, 2 (dua) tahun; dan 
h. Program Strata 111 (S-3) atau setara, 4 (ernpatj tahun. 

(2) Jengka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana d.imaksud pada 
- ayat (1) dapat diperpanjang paling lama I (satuJ tahun atau 2 (dua) 

semester ata.s persemjuan Walikota clan penanggung biaya pendidikan. 
(3) Bagi PNS yang belwn. dapat menyelesaikan rugas belajar setelah 

diberlkan perpa.njangan waktu l (satu) tahun sebagaimana climaksud 
padaayat (2), dapat diberika.n perpanjangan kembali paling lama I (satu) 
tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar. 

(4) Bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang berubah status menjad.i 
J.zin belajar sebagairnana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan 
biaya dari APBD. 

(5) Dalam melaksanakan J.zin belajar sebagaimana dimaksud pada aya.t (3}, 
PNS tetap dapat menlnggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi rugas 
belajar. 

BABX 
KETENTUAN MENGIKUTl TU OAS BEL.AJAR .LANJUT 

Pasal 19 
PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelaojutan dengan persyaratan : 
a. Meodapat izin dari W~ota; 
b; Memiliki prestasi pendidikan sangat memuask:an dengan nilai IPK 

minimal 3.75 (tiga koma tajuh puluh lima); 
e. Dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan; 
d. Jenjang pendidikan bersifat, linier; cl.an 
e. Telah bekerja kembali minimal 2 (dua) tahun setelah melaksanakan 

rugas belajar. 

Pasal 18 
(1) PNS yang te1ah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali 

pada Pemruintah Kota Pekalongsn dengan ketentuan 2 (dua) kali masa 
pelaksanean tugas belajar. 

(2) Apabila PNS mela.nggar ketentuan scbagaimana dima.ksud pada ayat (l) 
maka dikenakan saoksi sesuai dengan peramran perundang-undangan 
yang beilaku. 



BABXV. 
KETENTUAN LA.IN-LAIN 

Pasal 25 
Pejabat Pembina Kepegawaian. Daerah dapat memberikan rekomendasi 
-pemberiab surat izin b.elajar, surat keterangan belajar, o~ surat keterangan 
penggunaan gelar atas dasar pertimbangan .kepentingan yang lebih besar dan 
sesuai dengan peraruran perundang-undangan.yang berlaku, · 

BAB XIV 
SANKST 

Pasal 23 
(1) Surat tugas belajar clicabut apabila PNS yang bersangkutan: 

a, ridakdapat menyelesaikan masa tugas be1ajar sesuai.dengan jangka 
waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (3); 

b. sakit jasmani dan. atau robani yang ·mengakibatkan tidak mungkin 
lagi meneruskan. program tugas belajar, y~ dibuktikan. dengan 
surat keterangan dokter pemerintah; 

c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal 
berdasarkan putnsan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: 

d. melanggar norma akademik berdasarkan peraturan peru.ndang­ 
undangan yang berlaku; dan/ atau 

e. dijatuhi hu.lruman disiplin sedang atau beret sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. yang berlaku. 

(2) Pencabutan surat tugas belajar sebagaimana dimaksud pads ayat (l) 
ditetapkan dengan surat pencabu.tan yang ditandatangani Waliko.ta. 

Pasal 24 
(1) PNS tugas belajar dengan biaya APBD waj.ib mengembalikan seluruh 

biaya pendidikan yang diterima .apabila tidak. dapat menyelesaikan tugas 
belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(3). 

(2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana 
diroaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan, 
biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani .yang mengak:ibatkan 

.._, fidak mungkin lagi meneruskan. program tugas belajar berdasarkan surat 
keterangan Tim Penguji Kesehatan Pemerintah Daerah. 

(3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud _pada 
ayat (1) ·dil.a:k:saoakan oleh Tim yang diberi .kewenangan untuk 
menyelesaikan tuntutao perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi 
keuangan dan barang daerah. · 

BAB XIII 
PENEMPATAN KEMBALT 

Pasal22 
PNS y,a11g telah. menyelesaikan tngas belajar akan ditempatkan kembali 
berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota 
Pekalongan. 



M. SAEI...ANY MACHFUDZ 

Ditetapkan di Pekalongan 
tanggal l;; &bruari 201E 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah, Kora Pekalongan.. 

Pasal 28 
Peraturan ini mula.i berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

BAB xvrr 
KETENTUAN PENUTUP 

P~27 
Pada .saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Wa.liKota 
Pckalongan Nomor 19 'f~un 2019 tcntang Tugas Belajar, win Belajar, 
Penggunaan Gelar dan Ujian Kenaikan Pangkal Penyesuaien ljazah ?cgawai 
Ncgcri Sipil Di Lingkungan Pemerintah K.ot:a Pekalongao (Bcrita Daerah Kota 
Pekalongan Tabuo 2010 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak.berlaku. 

BAB XVI 
KE'IENTUANPERALJHAN 

Pasal 26 
(1) Surat tugas bclajar atau izin be1ajar yang diterbitkan sebelnm 

berlakunya Peraturan Walikota ini dinyata.kan tctap berlaku sampai 
dengan pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selesal. 

(2) Bagi guru yang telah melaksanakan perkuliaha:n muJai tahun 2011 
sampai dengan peraturan Wall:kota ini berlaku yang bersa.ngkutan telab 
luJus dan atau belum lulus serta belum merniliki surar izin belajar, surat 
lrete.rangan belajar, clan surat ketcrangan penggunaan gelar akademik, 
dapat diterbitkan surat .izin belajar, surat keterangan tielajar. dan surat 
keterangan penggunaan gelar akademik sepanjang memenuhi 
persyaratan dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Walikota ini, 

(31 Bagi guru Iormasi Kl dan K2 yang pada saat pengangkatan CPNS tidak 
menggunakan ijazah yang Iinier dcngan mata pelajaran yang menjadi 
penugasannya namun yang bersangkutan memilild sertifikat pendidik 
yang tinier dengan mata pelajaran yang menjadi bidang tugasnya maka 
ijazabnya dapat dinilei kedalam unsur utama pada penilaian angka 
kreditjabatan fungsional guru. 



M. SAELANY MACRFUDZ 

(Nam.a Terang) 
Pangkat 
NJP:. 

{Nama Terangl 
Pangkat 
NIP: 

Yang membuat pernyataan, Mengetahui, 
Kepala .. 

Pekalongan, 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan 
sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Catatan • : - Sta!, disebutkiln Jabafan Pelaksana; 
- Guru, disebuikan. aabasan dan Mata. 

Pelajaran yang diampu ; 
Satuan Kerja 
Alamat dan Telp/HP : 
.menyatakan tida.k akan menuntut penyesuaian ijazah apabila 
for.masi tidak ada dan relevansi ijazah yang saya miliki melalui 
program pendidikan (Kejar Paket 13/Kejar Paket 
C/DI/PU/Dffi/DlV/S1/S2/S3) pada lembsga 

. . 'b pendidikan Jurusan yang saya tempu 
tidak $esuai ciengan tngas pokol,c saya, 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya : 
Nama 
.NIP 
Pangkar/Gcl.Ruang 
.Jabatan 

.LAMPIRAN f 
PE~TURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 17 TAHUN 
TENT ANG 
TUGAS BELAJAR, lZIN BELA.JAR, 
PENGG1JNAAN QELAR DAN IJJIAN 
KENAIKAN PANGKA.T P~NYESUAIAN 
IJAZAR BAGI PEGAWAI NEGERJ SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERIN'l'A.H KOTA 
PEKALONG:AN 

SURAT PERNYATAAN TlDAK UNUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH 



Fakul~s 
Jurusan}Progra:m Stu.di 
Alamat. Penyelenggara Pend, 
Telpon 
Status Perguruan Tinggi : Terakred:itasi A/B* 

SK BAN No: 
Catatan : • •J Caret yang tidak: periu ,· 

- Lampirican. SK Akreditasi progrrpn tersebut. 

Satuan Kerja : 
Alamat dan Telp/HP 
dengan ini mengajukan Permohonan Rekomendasi/Persetujuan 
Pemllihan Program Pendidikan dan Juru.san yang akan kami 
ambil guna melanjutkan ke Pendidikan Formal pada: 
Program : ( Kejar Pakel B / Kejar Paket C / 

01 I 011 I DIU I D N I si I S2 I 
S3) 

Dengan Hormat, 
Yang bcrtande tangan di bawah ini : 
Nama 
NlP 
Pangkat/Gol. Ruang : 
Jabatan 
Catatan• : • Stal, dlsebutkan Jabatan Pelaksana ; 

• Guru, d£sebutkan Jabaum dan Mata· 
Pelojaran yang diampu; 

PEKALONGAN. 

Pekalongan, 
Kepada: 

Yt:h. KepaJa PD 

di- Permohonan 
Rekomendaai 
Pemilihan Program 
Pendidikan clan 
Jurusan. 

Nomor 
Sifat 
t.ampiran 
Perihal 

LAMPIRAN Tr 
PERAT\JRAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR l 7 TAHUN 
TENTANG 
TUGAS BELA.JAR, IZTN BELAJAR, 
PENGGUNAAN G.ELAR DAN UJlAN 
KENAlKAN PANGKAT PENYESUAIAN 
JJAZAH BAGl PEGA WAI N'EGERJ SIPIL 
UI .LINGKONGAN PEMERINl'AH KOTA 
PEKALONGAN 

l'ORMAT PERIIOBONAN REKOMEBDASl/PERSETOJUAN 
PEMU,IHAN PROGRAM P.El'JDIDIK.Al'f DAl'f JURUSAII DARI PNS 
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M, SAELANY MACBF'ODZ 

(Nama Terangl 
Pangkar 
NIP: 

PEMOBON 

untulc dapat dijadikan 
rekomendasi/ persetujuan. 

Demikian Permohonan mi 
pertirnbangan clal~ pemberian 
.rencana Pendidikan yang kami pilih. 



l?akultas 
Jurusan/Program Stucil 
Alamat Penyelenggara Pendidi.kao 
Telpon 

: (Kejar Paket B /Kejar 
Pak.ct c / .or / on / om 
I D]V / sr / 82 / 83) 

Program 

~. PROGRAM PERDIDIKAJ'f YAIIG DIPlLIB : 

Satuan Kerja : 
Alamat dan TeJp/.HP : 

Maka dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Kami 
rnemberikan rekomendasi/ menyelujui rencana pemilihan 
Program Pendidikan dan -Jurusan yang akan dipillh untuk 
melanjutkan Pendid.ikan Formal ke Jenjang yang lebih Tinggi 
tersebut di bawah.ini: 

: - Stal, disebutkan -Jabatan Pelaksana; 
-Guru, diseinukan: Jabatan Jabatan 
dan Mata Pel.qja:ran yang diampu ; 

1. NAM.A P.BllOllON : 
N~ 
NIP 
Pangkat/ Gol. Rua.ng 
Jabatan 
Catatan• 

Berdasarkan Surat Pennohonan Rekomendasi Pcmillhan 
Program Pendidikan dan -Jurusan yang diambil bagi PNS yang 
akan. mengikuti Pendidikan Formal melalui mekanisme izin 
belajar, tanggal atas narna tersebut di 
bawah in1: 

PEKALONGA.N. 
di- 

Pekalongan, 
Ke_pada: 

Y.lh. Wal~ota Pekalongan 
Melalui Kepala BKPPD Kora 

Pekalongan Permohonan 
Rekomendasi 
Pcmilihan Program 
Pendidikan clan 
Jwusan. 

.Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

li'ORIIAT PERMOBONAN REKOMlffll>A.SlJPBRSBTUJUAN PEMU,JBAN 
PROGRAM PEM>IDIKAN DAN JURUSAN DARI KEPAI.A. PD 

KOP I!lSTA.NSI I PD 

LAMPIRAN Ill 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR l 7 TAHUN 
TEN1'ANG 
TUGAS BELA.JAR. IZTN BEL.AJAR, 
PENGOUNAAN GEL.AR DAN UJIAN 
KENAIKAN eANOKAT PENYESUAJAN 
IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SlPIL 
DI LINGKUNOAN PEMERINTAH KOTA 
PEKALONOAN 



M. SAELANY MACBFUDZ 

(Na.ma Terangl 
Pangkat 
NIP: 

KEPALA PD PEMOBOB 

Demikian Surat Rekomendasi im untuk dapat 
clipergi makan lebih lanjut sebaga! persyararan dalam proses izin 
belajar bagi yaqg bersangkutan, 

3. STATUS PROGRAM PENDID.IKAII: 

1'era.kreditasi A/8* : Dengan, · SK BAN-PT Kemeodlknas 
Nomor: 

Catatan : - •J C<>ret. yang tidak perlu. ; 
- LampiTkan SK Ak:Tedita:si progrant tersebut, 

Dengan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Program studi yang dipil.ih adalah program studi yang 

relevan dengan tugas pokok dan fungsiyang bersangkutan; 
b. Bahwa yang betsangkutan memilikl motivasi tinggi untuk 

mengembangkan diri, loyal dan berdedlkasi; 
c. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kedinasan.seningga 

tidak: mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; 
d. Biaya Pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan ; 
e. Bahwa yang bersangkutan dlnilai mampu menyelesai.kan 

pendidikan tepat waktu; 
I. Jarak tempat pendidikao dengan tempat kerja dapat 

ditempuh dalam waktu yang tidak: aken mengurangi 
kelancaran rugas kedinasan; 

g. Tidak akan menuntuc penyesuaian .ijazah apabila formasi 
dan ijazah tidak relevan dengan tugas pokok yang 
bersangkutan;dan 

h, Proses belajar mengajar sesuai dengan standar clan norma 
akademis berdasarkan ketentuan perundang - undangan 
yang berlaku. · 



M. ~ MACHFUDZ 

(Nama Terang} 
Pangkat 
NIP: 

PEMOHON 

Catata.n• - Untuk S{a;f, disebutkc:i:n Jabatan 
Pelaksana: -- , 

- Untu:k Guru, d_isebutkart Jal)atan dan 
Mata Pelajaran. yang diampu; 

Bersama ini Kamj mengajukan permohonan izin untuk 
mengilruti pendidikan program (Kejar Paket B/Kejer Paket 
C/Df/DIT/DITI/DIV/Si/S2/S3) pada lembaga 
pendidikan. jurusan . 
.. , kami sarnpaikan .pula bahwa .selama mengikuti. pendidikan 
tersebut tidak mengurangi jam .kerja, tugas, .kewajiban dan 
tanggung_jawab serta seluruh biaya kami tan~g sendiri. 

Demikian untuk rnenjadikan periksa, kemudian atas 
perkenannya kami.hatnrkan terimakasih. 

Dengan Honnat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya: 
Nama 
NIP 
Pangkar/Ool. Ruang 
Jabatan 

PEKALONGAN. 

Kepada : 
Yth. Kepala PD 

Izin di - 

Nomor 
Sifat 
Lampiran; 
Perihal Permohonan 

Belajar. 

Pekalongan, 

FORMAT PERMOHONAIJ IZIN BELAJAR DARI PEGAWAI NEGEIU SlPIL 

LAMPIRANIV 
PERA'I'URAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 17 TA.HUN 
T.ENTA:NG 
TUGAS BELJ\.,JAR, IZIN BELAJAR, 
PENGG-UNAAN GELAR DAN IJJlAN 
KENAlKAN PANGKAT PENYE$UAIAN 
lJAZAH BAGJ PEGAWAI NEGERI SlPIL 
OL LINGI<UNOAN f>EMERQ'lTAM KOTA 
PEKALONGA:N 



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami 
lampirkan : 
l. Surat Permohonan izin dari Pemohon ; 
2. Fotokopi Ijai;ili terakhir yang diakui dalam administrasi 

kepegawaian, dilegalisir ; 
3. Fotokopi SK.Pangkat Terakhir ; 
4. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja terakhir yang dilegalisir ; 
5'. Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah 

apabila formasi clan relevansi ijazah tidak sesuai dengan tugas 
pokokyang bersangkutan : 

6. Surat Keterangan dari, Lembaga Pendidikan yang 
menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus- ujian 
.masuk atau masih tercata.t sebagai mahasiswa f siswa pada 
lembaga pendidikan tersebut, dilegalisir/ asli ; 

7. Fotakopi penetapan status akreditasi program studi yang 
dilegalisir ; 

8. Fotokopi daftar rnata ku1iah I pelajaran pada jurusan I 
program stud.i yang diikµti dan dilegalisir eleh pejabat 
Lembaga Pend.id.ikan yang bersangkutan ; 

9. Fotokopi Surat Tanda Lulus UKPPf ( ba.gi PNS yang pangkat 
terakbimya diperoleh melalui UKPEI ) yang dilegalisir ; 

Satuan Kerja 
Alamat dan Telp/HP 

Ci;ltatan. • : - staf; d,is~bt.dkar1. Jabatan Pelaksana; 
- Guru, disebuikan Jabatan clan Mata 

Pelajaran. yang dicmrpu ; 

Bersama ini dengan hormai Xami haturkan penn.ohonan 
izin. belajar bagi Saudara : 
Nama 
NIP 
Pangkat/GoL Ruang, 
Jabatan 

PEKALONGAN. 
di- 

Pekalongan, 
Kepada: 

Ytb. Walikota Pekalongan 
Melalui Kepala BKPPD Kota 
Pekalongan 

Nomor : 
Sifa.t 
Lampiran 
Perihal Permohonan. lzin 

Belajar. 

LAMPIRAN V 
PERATURAN WALJKQTA PEKALONGAN 
NOMOR 1.7 TAHUN 
TENTANG 
Tl:JGAS BELA.JAR, IZlN BELAJ.A.R, 
PENGOUNMN GELAR DAN UJIAN 
KENATKAN PANGKAT PENYESUAIAN 
!JAZAH BAGI PEGAWAl NEGERl SlPIL 
Dl LINGKUNGAN PEME;RTNTAf! KOTA 
PEKALONGAN 

FORMAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR D.ARI KEPALA PD 

KOP lliSTANSI /PD 
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M. SAELA:NY MACHFUDZ 

AN, 

IN ama Terangl 
Pangkat 
NIP: 

l{J!:PALA PD PE.MORON 

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenannya 
Kami sampaikan terimakasih. 

lQ, Fotokopi SUrat .Keterangan Penggunaan Gelar [bagi PNS yang 
gelar terakhimya dipercleh pada saat yang bersangkutan 
sudah menjadi PNS} dilegalisir ; 

11. Surat keterangan tidak melaksanakan pendldikan kelas jauh 
ata,µ kelas Sabtu-Minggu (weekend) dari Lembaga Pendidikan 
-yang bersangkutan, dilegalisir; 



M. SAELANY MACHFIJDZ 

(Nania Teningl 
Pangkat 

KEPALA PD PEMOHON 

Satnan Ketia 
Alamat dan Telp/HP 

Bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas 
permohonan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Telah berstatus PNS ; 
b. Memiliki Izin Belajar/Surat Kererangan Belajar; 
c. Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir dengan nilai setiap 

unsur sekurang - ku.rangnya bernilai baik ; 
d . .ljazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan yang telah 

terakreditasi sesuai ketentuan peraturan _perundang­ 
undangan y.ang betlaku dan bukan merupakan pendidikan 
kelas jauh atau kelas Sabtu-MinggU kecuali Univeraitas 
Terbuka, ; · - 

e. Formasi pada organisasi perangkar dae:rah mengizinkan ; 
Demikian untuk menjadikan pedksa, atas perkenannya 

Kami haturkan terimakasih, 

.... 

PEKALOliGAN. 
Bersama ini dengan hormat Kami haturkan permohonan 

Izin Penggunaan Gelar bagi Saudara : 
Nama 
NIP 
Pangkat/Ool. Ruang : 
Jabatan : 
Catatan ~ : - Sta!, disebutkan Jabatan Pelaksana; 

- Guru, disebutklin Jabatail. dan. Mata 
Pelajaran. ·yang diampu; 

di- 

Pekalongan, 
Kepada: 

Yth. Walikota Pekalongan 
Melalui Kepala 13KBPD Kota 
Pekalongan Permohonan lzin 

Penggunaan Oelar. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

LAMPIRANVJ 
PERATURAN WALlKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 17 TAHUN 
TENTANG 
TUGAS B~LAJAR, !ZIN BEL.AJAR, 
PENGGUNAAN GELAR DAN IJJ1AN 
KENA.IKAN PANGKAT PENYESUAIAN 
JJAZAH BAGI PEGAWAl NEGERT SlPlL 
DT UNGKONGAN PEMERINTAH KOTA 
PEKALONGAN 

FORMAT PERl'rlOHOl'fAN IZIN PENGGUliAAN GELAR 
DA:RI KEPALA PERABGKAT DAERAH 

KOP INSTANSI I PD 



M. SAELANY MACRFODZ 

(Nama Terangl 
Pangkat 
NII': 

PEMOHON 

Satuan Kerja 
Alamat dan TeJp/HP 

Bahwa sehubungan dengan telah .selesainya pendidikan 
Kami pada Lembaga Pendidikan jurusan 
.................... , kami mengajukan permohonan untuk 
menggunakan ijazah / gelar akademik kami. 

Demikian atas kebijaksa.naan Bapak/ Ibu untuk 
mengizinkan penggunaan gelar kami tersebut, tjihattirbn 
terimakasih. 

Catatan • : - Stal, disebutkian Jabatan Pelaksana; 
- Guru, disebutkcip. Jab~ari dQJ? Mata 

Pelajaran yang diampu ; 

Nama 
NIP 
Pangkat/. Gol. Ruang 
.:Jaba~ 

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini : 

PEKALONGAN. 
di- Pennohonan Izin 

Penggunaan Gelar. 

Pekalongan, 
Kepad!i: 

Ytb. Kepala PD 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN GELAR 
DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

LAMPlRAN VU 
PERATURAN WALlKOTA PEKALONGAfll 
NOMOR l 7 TAHUN 
TEJ\JTANG 
TUGAS BELAJAR, :IZIN BELAJAR, 
PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN 
XENAIKA~ PANGKAT PENYESUA.lAN 
IJAZAH BAGlPEGAWAl NEGERf SIPIL 
DI Lll;GKUNGAN. PEMERINI:AH- KOTA 
PEKALONGAN 



M. SAE.LAN¥ MACHFUDZ 

{Nama Terang) 
Pangkat 
NIP: ~ 

WAr. . ~F'EAALoNGAN, -- - .. 
'"'... .. . ,. i .- »t: D 

rL I ,~;;-,;;-t, ·~j - ,·-- - 1. ' ).r \ kl 
':_; ~: :-:: ·• ··~-:.-<1_·-rn-_ .... Is 1, ,.- ... , 
1-.). I ~~,j~ ~:j - ___ _._..., 

Sataan Kerja 
Alamat dan. T~p/HP: 

Bahwa sehuburigan dengaci telah selesainya pendidikan 
kami pada Lembaga Pendidikan.................... jurusan 
.................... , kami mengajukan permononan untuk mengikuli 
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah. 
Bersama irri Kami lampirkan : 
a. Fotokopi SK Kenaikaa Pangkat terakhir ; 
b. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, dilegalisir; 
c, Fotokopi Ijazah, dilegalisir ; · 
d. FotokopiJzinBelajar/SuratXeteran~ Belajar, dilegalisir; 
e. $urat Keterangan. Uraian Tugas darLPimpinan PD ; 
f. Persyaratan administratif Jain") 

Catatan *) sesuai jenjang. ujian yang ditempuh, .yang aJcan 
diatur lebih lanjut dengan Surat Edararu BKPPD. 

Demikian atas kebijaksanaan Bapal,(/Ib1l untuk dapat: 
men~ti ujian dimaksud, dihaturkan terimakasih, 

PEMOHON 

Nama 
N1P 
Pangkat/ Gol. Rua:og : 
.Jabatan 
Caiatan• :- Staf. disebutkan Jabatan Pelaksana; 

- Guru, disebutkan Jabq;tan dan Mata 
Pelajaran yang iiiampu ; 

PEKALOJIJGAl'i. 

Pekalongan, 
Kepada : 

Yth. Kepala PD 
di- 

: Permohonan Mengikuti 
UjianKenaikan Pangkat 
Penve.suaian Ijil?..ah. 

Dengan Bormat, yang bertanda tangan di bawah i:ni : 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

LAMPlRAN vru 
PERATURAI"{ W ALlKQTA PEKALONQ.AN 
NOMOR 17 TAHUN 
'I'ENTANG 
TUGAS BEDAJAR, IZIN BELAJAR, 
PENGGUNAAN . GELAR DAN l)~JAJll 
KENAI.KAN PANGXAT" PENYESUAIAN' 
JJAZAR BAGI PEGAWAI NEGEiRI SlPIL 
DI LINGKJJNGAff PEMERlNTAH KOTA 
PEKALONGAN 

FORMAT PERMOHONAN MENGIKOTI UJIAif KENAIKAN PANOKAT 
PEIIYESUAIA:N IJAZAB DARI PEGAWAI BEGER! SIPIL 



Batuan Kerja 
Alamat dan Telp/HP : 

Bahwa pa.de prinsipnya Kami ddak keberatan atas 
permohonan tersebut dengan pertlmbangan sebagai berikut : 
a. Telah berstatus PN'S ; 
b. Memiliki 1zin Belajar/Sura.tKete.rangan Belajar ; 
c. Penilaian Prestasi Kcrja tabun terakhir dengan nilai setiap 

unsur sekurang - kurangn:ya bernilai baik ; 
d. Ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidlkan yang tetah 

terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang - 
undangan yang berlaku dan bukan merupakan pendidikan 
kelas Jaub arau kelas Sabtu-Minggu kecuali Un1versitas 
Terbuka; 

e. Formasi pada orga.nisasi perangkat daerah mengizinkan ; 
Demlldan untuk menjac:Hkan _periksa, kemudian aras 

perkenannya Kami haturkan teri.makasih. 
BEPALA PD PEMOHON 

: • Sraf, disebutkan Jabatan Pelaksana; 
- Guru, disebutkan Jabatan dan Mata 

Pelajaran. yang diampu ; 

hormat Kami sampaikan 
Ujian Kenaikan Pangkat 

Bersama ini dengan 
permohonan untuk mertgikuti 
Penyesuaian ljazah bagi. Saudara : 
Nama 
N1P 
Paogkat/Gol. Ruang : 
~abatan 
Catatan• 

- PEKALORGAB. 
di- 

Pekalongan, 
Kepada: 

Yth. Walikota Pclcalongan 
MclalUi Kepala BKPPD Kota 
Pekalongan : Permohonan Mengikuti 

Uji,an Kenaikan 
Pangkat Penyesuaian 
Ijazah. 

Nomor 
Sifat 
l.am_piran 
Perihal 

LAMPIRAN IX 
PERATURAN WAUKOTA PEKALONOAN 
NOMOR 17 T.-\HUN 
TIDNTANG 
TUGAS BELA.JAR, lZIN BELA.JAR, 
PENOGUNAA.N GELAR DAN UJIAN 
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN 
IJAZAH EAGI PEGAW Al NEGERf SlPIL 
DI LlNGKUNGAN PEMERlNTAH KOTA 
PEKALONOAN 

FORMAT PER.IIIOHONAJI MBNGIKUU UJL\l'I KERAIKAN PANGKAT 
PENYESUAIAH IJAiZAJI DARI DP.ALA PD 

KQP lff6TMBJ/PD 



M. SA.ELA.NY MACHFUDZ 

(Nama Terangl 
Pangkat 
NIP r 

" . r , 17 ; • ·~:--~ ·, ;i :::::,-] - - - - -- -.---: ·- r, ..._ I ,r ..=. ..:.\ • ·~ e,. • J- I : -"= .- . ~ - ,~·1 
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l.1engetahui, 
Kepala PD 

fNama TerangJ 
Pangkat 
NIP: 

{Nama Terang) 
Pangkal 
NlP: 

Satuan Kcrja_ 
Alamat dan Telp/BP: 

Berdasarkan SK. Tugas Bclajar / Surat lzin Belajar 
Nomor tanggal melaporken telah 
menyelcsaikan studi/pendidik-ao pada (nama lembaga 
pendidikan]. 
Scbagai bahan laporan, berikut ka:mi Jampirkan: 
a. Fotokopi ljazah dan transkrip nilai yang dilegalisir ; 
b. Fotokopi SK. Tagas Belajar/Surat fain Belaja:r/Surat 

Xeterangan Belajar, dilegalislr ; 
c. Laporan aldiir · studi (Laporan/Tugas 

Akhir/Skrl_psi/Thesis/Uisertasl) dalam bentuk hardcopy dan 
softcopy-dalaro format pdf. · 

Demikian untuk menjadikan. periksa, selanjutnya Kanri 
mohon petunjuk lebih lanjut. 

Atasan Langsung Hormat Kami, 

...... 

: - Sia/, disebutkan Jaba.tan Pelaksana; 
- Guru, disebutkan Jo.batan dan Meua 

Pelajaran. yang diampu ; 

Catatan• 

PBKALONOA.N. 
Disampaikan dengan hormat, yang bertanda tangan di 

bawahini: 
Nama 
NIP : 
Pangkat/ Go!. Ruang : 
Jabatan 

di- 
Laporan Selesai Studi 
An ......................•.. 

: 

FORMAT LAPORAN SELESAI STUDI TOGAS BELAJAR/.IZIB BEl,4eTAR. 
Pekalongan, 
Kepada: 

Ytb. Walikota Pekalongan 
Melalui Kepala BKPPD Kota 
Pekalongan 

Nomor 
Sifat 
Lampim.n 
Periha.l 

LAMPIRANX 
PERA'l1URAN WALTKOTA PEKALONGAN 
NOMOR I'l TAHUN 
TENTANG 
TUGAS BEl.AJAR, IZIN BElAIAR, 
PENGGUNMN GELAR DAN UJlAN 
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN 
:Q.AZAH BAGl PEOAWAJ NEGERJ SIPIL 
DI LlNGKUNOAN PEMERINTAH KOTA 
PEKALONGAN 


